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PENYALURAN dana Bantuan Sosial (Bansos) dan
Hibah jelang Pemill jaci perhatian KPK dan mengim-
bau agar penyaluran dana ersebut itunda hingga
usai pelaksanaan Pemilu, Namun bagi Menteri Sosial
(Mensos) Salim Segf ALjufi, penyaluran dana Bansos
di kementerian yang dipimpinnya tak bisa dihentikan.
Sementara Gubernur Sulteng H Longki Djanggola lebih

memilih bersikap hati-hati.

* PENYALURAN DANA BANSOS
-~ Gubernur Menunda, Mensos Pasang Badan

Fkkkkks

Menteri Sosial Salim “Tutup saja
Segaf Al Jufri menga- Kemensos kalau
takan dana bantuan penggunaan
sosialdikementeria ansos dihen
yang dipimpinnya kan," kata

tidak bisa henti-
kan meski ada im-
bauan dari Komisi
Pemberantasan

Korupsi (KPK)

terkait hal itu,

alim Segaf Al
Jufri di sela
kunjungan
kerjanya di
KotaPalu, Rabu
*(2/4)2014),

Dia mengatakan,
Kementerian Sosial saatini
menghadapi ribuan orang

- miskin dan warga lanjut

usia yang butuh bantuan.
Menurutnya, sebagian
penggunaan dana bantuan
sosial di kementerian lain
bisa ditunda tetapi kalau

Baca BANSOS di Hal 1
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K emensos Hadapi Ribuan Orang Miskin

- BANSOS

............................................................................................................... sambungan dari hal. 1

Kementerian Sosial tidak
bisa karena sudah ada fung-
si pokoknya.

Terakhir dalam kunjun-
gannya ke Palu, Menteridari
Partai Keadilan Sejahtera
ini menyerahkan bantuan
sembako bagi dua warga
lansia. g

Saat ini KPK mengawasi
intensif pemberian ban-
tuan sosial guna mencegah
terjadinya penyimpangan
terutama saat Pemilu 2014.
KPK juga telah menyurati
Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono terkait peng-
gunaan anggaran bantuan
sosial itu.

Juru Bicara KPK Johan
Budi mengatakan salah
satu isi surat itu adalah
meminta Presiden agar
mengeluarkan instruksi
terkait dengan pengaloka-
sian dana bansos, namun
hingga saat ini belum ada
tanggapan.

KPK juga pernah mem-
buat kajian mengenai peny-
aluran bansos dan hibah da-
lam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD)

yang cenderung meningkat
dalam tiga tahun terakhir.

Kajian tersebut mem-
perlihatkan dana hibah
meningkat dari Rp15,9
triliun pada 2011, menjadi
Rp37,9 triliun (2012) dan
Rp49 triliun (2013).

Total dana bansos saat
ini mencapai sekitar Rp90
triliun yang tersebar di 16
kementerian dan lembaga.
Kementerian Sosial hanya
mendapatkan dana bansos
sebesar Rp5,5 triliun.

Bansos yang dikelola
Kementerian Sosial terse-
but untuk membantu pe-
nyandang disabilitas berat
dan lansia terlantar serta
warga panti.

USAI PEMILU

Gubernur Sulteng H.
Longki Djanggola menga-
takan jika dana bantuan
sosial (Bansos) dan dana
hibah, jauh — jauh hari te-
lah diimbau kepada setiap
satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) di daerah
ini untuk tidak menyalur-
kannya sebelum Pemilu
pada 9 April.

" pengeculian (WTP),

Imbauan tersebut kata
Gubernur, telah disampai-
kan beberapa kali yakni,
pada pelaksanaan pengang-
garan baru ditetapkan, se-
lanjutnya pada rapat pimpi-
nan Teppa medio Maret
lalu. “Jadi saya telah berpe-
san berulang — ulang dalam
memberikan imbauan ten-
tang larangan menyalur-
kan dana Bansos sebelum
anggota DPRD Provinsi
meminta itu,”paparnya.
"Dikatakan Longki,
pihaknya sudah memikir-
kan jauh — jauh hari untuk
menghindari hal — hal yang
tidak diinginkan dalam pe-
nyaluran dana Bansos dan
Hibah. Apalagi Pemprov
Sulteng saat ini telah mem-
peroleh opini wajar tanpa
dan
itu perlu dipertahankan.
“BPK telah berpesan agar
dalam menjalankan pro-
gram perlu penelitian ses-
uai aturan main yang ada
serta memperhitungkan
situasi yang kini merupa-
kan tahun politik,” ujarnya
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